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DENGAN RAH!

NOMOR: 18 TAHUN 2000
TENTANG :
RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

\'T TUHAN YANG MAHA ESA

TAT
BUPATI KARUPATEN CIANJUR

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi
daerah diperlukan penggahan sumber dana vang memanfaatkan
sumber daya alam yang menjadi kewenangannya;

. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah di bidang

perijinan usaha perikanan dan hasil produksi usaha perikanan,
periu penyesuaian di daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun
1982 tentang Tata Cara Pemanfaatan Perairan Umum untuk
Usaha Perikanan dianggap sudah tidak efek(if;

. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada butir a, b dan ¢
= i) 3 >

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Retribusi Usaha Perikanan.
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bupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Poengairan
(LLembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomeor 3048);

h
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
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4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
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(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3299);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1897 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885):
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. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tenta ang pnncm]n]nnn

AR R TR AR AL AN S B LV Y 2 4522 - 23 5 2ol N o3 § 3 4ui 10 1 Rv 4 8 8 4
k]

an Hidup (Lembaran Negara Tahun 1357 Nomor 83,
in Lembaran Negara Nomor ! RQQ);
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kum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis
?vk-ugt-ndj Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahu‘n 1983
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omor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
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aturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi

ae‘ah (L.embaran Negara Tahun 1987 Nomor 55, Tambahan

.embaran Negara Nomor 3692);
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Keputusan  Presiden Nom r 23 1 1_.1. 1982 tentang
Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 4 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi
Daerah:

Peraturan Daerah Preplncl Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1991
tentang Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 1998;

™ . ™ : ™ . . T D) 3 nNY - f\
reraturan paeran rropimsl Jawa parat (Nomor 1 Tahun 1896
tentang Ijin Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998;
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Poraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989
tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran
Peraturan Daerah vang membuat Ketentuan Pidana;
Peraturan D. erah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 1995
tentang Orea 1 dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten
\,ian‘ur
Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
MEMUTUSKAN :
ERATURAN DAERAH EKABUPATEN CIANJUR TENTANG
ETRIBUSI USAHA PERIKANAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

. Pemeriniah Daerah adalah Pemerintah Kabupaien Cianjur;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur;

Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur;
Ikan adalah semua jenis ikan seperti :

- Pisces (ikan bersirip, belut, sidat);

- Crustacia (udang, rajunga

n, kepiting dan sebangsanya);

- Molusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan
sebangsanyay);

- Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);

- Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya);
- Amphibi (kodok dan sebangsanya);

- Reftilia (huaya, penyu, kura-kura dan sebangsanya);

- Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya);

- Algae ...
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- Biota perairan air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-
jenis di atas;

. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan

hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk
kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan
untuk tujuan komersil;

Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha
perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia

atau badan hukum Indonesia dengan menggunakan seluruh
a dan modal Nasional:

Usaha penanﬂ’ apan ikan adalah kegiatan untuk memper- -oleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan
cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang
1 k gdtdu vang menggunakan kapal untuk
, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau

ujuan komersil;

- P |

k. Usaha pembudidayvaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara,

membesarkan dan atau membiakkan ikan dan menanam hasilnya
dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;

Ijin Usaha Perikanan (IUP) adalah ijin tertulis vang harus dimiliki
perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan

nggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin
tersebut;

srmad T .-.\...N.A“,..- T -

oDural renangkapan i1Kan \L)P.l} adalah surat yang harus dimiliki
setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan
kegiatan penanglmpan ikan di wilayah Indonesia dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari [UP;

. Surat pembudidayaan ikan yang selanjutnya disebut SPB! adalah

surat yang harus dimiliki setiap unit yang melakukan kegiatan
pembudidayvaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dan IUP;

Perluasan usaha pembu&d“'*aan ikan adalah penambahan areal
lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang
tercantum dalam 1UP;

Surat Pengolahan Hasil (SPH) adalah surat keterangan yang

dikeluarkan oleh Bupati vang menerangkan bahwa suatu unit
pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

o W o]
j. Napait ....
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Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung
1 vang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan
suk untuk pengangkutan ikan dan melakukan survey ataun
itasi perikanar;

elayan adalah o rang vang mata pencahariannya melakukan
an i

. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

pembudidayaan ikan;

Perairan umum adalah sarana air yang terdapat di atas daratan
baik vyang mengalir maupun tergenang vang berada di
sungai/sit/waduk, rawa dan mata air lainnya serta bukan
saluran irigasi vang d kuas nleh Negara dan berada dalam
T - WETl 5 P T\_.-._ L IDDTTAANT

{ewenan gd 1 f( H!Ell!l 1 rderanin UiviiN,

Retribusi Daerah yang selanjuinya disebut retribusi adalah

ijin tertentu vang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

. Pung—utan pertikanan adalah pungutan atas produksi ikan hasil

penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakannya;

onRu a 1 A
retribusi yvang terutang;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD

TTJ
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

. Produsen adalah orang/hadan yang menyelenggarakan kegiatan
oD o

pengolahanfpengawetan hasil perikanan yang siap untuk

dikonsumsi dan atau diperdagangkan/diekspor;

Petugas Bina Mutu adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati cq.
Kepala Dinas untuk bertugas melaksanakan pembinaan terhadap
produsen dan pelaku tata niaga hasil perikanan serta melakukan
pengujian mutu hasil perikanan;

Hagil perikanan adalah hasil utama, hasil samping dan limbah
dari segala jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang perairan dan
bagian-bagiannva vang ditangani dan atau diclah untuk dijadikan
produk akhir untuk keperluan konsumsi manusia, ternak dan
keperluan industri serta keperluan perdagangan;

ac. Produk ....
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ac. Produk hasil akhir perikanan adalah hasil penanganan dan
pengolahan ikan segar, ikan beku dan jenis olahan lainnya yang
siap dikonsumsi dan atau diperdagangkan;

ad. Standar mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi
ketentuan sp sifikasi teknis yang meliputi identitas, hygienis,
kimiawi, kese gam_an mengenai ukuran, bobot atau 151, jumlah,
rupa, label d&'u sel g’l' a vang dibakukan oleh pe gjabat yang
berwenang be dasark peraturan perundang-undangan vang
bmna};u,

V]
)

Tanda bukti pemeriksaan adalah surat Kketerangan yang
dikeluarkan oleh petugas bina mutu vang menyatakan tentang
jumlah serta mutu produk akhir hasil perikanan di daerah
produsen dan atau konsumen yang telah diuji mutunya dan
memenuhi standar mutu organoleptik.

BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Perikanan dipungut retribusi atas

jasa pelayanan pemberian ijin usaha, produksi 1kan hasil
_‘Jvngn kapan Qfﬂl'l hﬁm"\llf]"lflﬂ‘7ﬁa‘l’l }Tang (]';l'lﬁal\'.)]fﬁh (]9n I'\ngujian

iz Cauda PRI Ml aa AR Y K eaves

mutu hasil pern;anan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemberian ijin dan produksi
ikan hasﬂ nenangkanan atau pembudidayaan vang diusahakan,

a. remoerian ijin terfiaqap jenis-jenis usana péiikanan'
b. Jumlah produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan;
¢. Pengujian mutu hasil perikanan

Subyek retribusi adalah petani ikan, nelayan, pedagang/ produsen
dan atau badan hukum usaha perikanan yang mendapat jasa
pelayanan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Usaha Perikanan termasuk golongan retribusi perijinan
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BAB1IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkal penggunaan jasa Retribusi Usaha Perikanan diukur

berdasarkan jenis usaha dan jumlah produksi ikan.

BAR V
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
Prinsip penetapan tarif Retribusi Usaha Perikanan adalah untuk

X
mengganti biava administrasi, pelayanan dan pembinaan.

BAR

Laal

SARANA USAHA DAN BENTUK
PERUSAHAAN PERIKANAN

Pasal 8

-

1

(1) Usaha perikanan terdiri dari :

a. Usaha penangkapan ikan;

b. Usaha pembudida yadndmn

a
F:g

(2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

. Usaha penangkapan ikan di laut;

Usaha penangkapan ikan di perairan umum.

jsaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
) meliputi :

Py
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a. Pembudidavaan ikan air tawar;
b. Pembudidayaan ikan air payau/tambak;
c¢. Pembudidayaan ikan air laut.
Pasal 9
Perusahaan perikanan diselenggarakan dalam bentuk :

a. Usaha perseorangan warga negara Republik Indonesia;
b. Usaha kelompok warga negara Republik Indonesia;
¢. Perusahaan berbadan hukum Indonesia termasuk koperasi.

BAB VII ...
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BAR VII
PEMILIKAN DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IJIN
Pasal 10

Setiap perusahaan perikanan vang melakukan usaha perikanan
wajib memiliki IUP dari Bupati.

_~
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(2) IUP diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

m_—~
ey
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Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perusahaan

2wl 84

perikanan dilengkapi IUP dan SPI yang diberikan oleh Bupati.
(2) Setiap unit usaha perikanan yang telah memiliki IUP
pembudidayaan 1ikan wajib dilengkapi dengan SPRI yang
diberikan oieh Bupati.
Pasal 12

srusahaan perikanan yang telah mendapat IUDP dan memiliki unit

s}
—
—d

wmn

s}

a penangkapar ikan di laut yang menggunakan kapal
pesikanan bermotor dalam ukuran 10 GT dan atau mesinnya
berkekuatan 30 DK sampai dengan 30 GT dan atau mesinnya
berkekuatan 90 DK;

3 T

b. Usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di perairan
umum yang dikelola oleh BUMN dan atau berada dalam
kewenangan Pemerintah Daerah;

¢. Usaha pembudidayaan ikan di air tenang dengan areal lahan
di atas 5 Ha;

oW

. Usaha pembudidayaan ikan di air payau atau tambak dengan
areal lahan di atas 5 Ha dan atau padat penebaran di atas
90.000 ekor benur/mener/Ha/MT;

e. Usaha pembudidayaan ikan di laut dengan areal lahan di atas

0.5 Ha;

bty

UUsaha pembenihan udang dan atau bandeng dengan kapasitas
produksi di atas 5.000.000 ekor/tahun.
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ng menggunakan lebih
dan satu unit kapal perikanan tidak bermotor, kapal
perikanan bermotor luar, kapal perikanan bermotor dalam
vang berukuran dari 10 GT ke bawah dan atau mesinnya
bherkekuatan dari 30 DK ke bhawah:
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o

. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang dengan area
lahan di bawah 5 Ha

c. Usaha pembudidayaan ikan di air payau atau tambak dengan
ah@_p Hi bhawah 5 Ha d“_ atau padat penebaran di
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2.

enihan udang dan atau bandeng dengan kapasitas
awah 5.000.000 ekor;
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. Usaha pembudidayaan ikan di laut dengan areal lahan di
bawah 0,5 Ha.

Dalam memberikan [UP sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dan ayat (2), Bupati dan Kepala Dinas berpedoman kepada

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

s 4]

a perusahaan perikanan yang bersangkutan
usaha perikanan

SPI atau SPBI berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang sepanjang kapal perikanan atau unit usaha
npmhndw]qvmn dimaksud masih rhnprmmqh an oleh perusahaan

perikanan yang bersangkutan.

SPH beriaku seiama Z (dua) tahun dan dapat diperpanjang
sepanjang unit pengolahan ikan dimaksud masih operasional.

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan
usaha nm‘ﬂ«:anan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus mempunyai ijin dari
Bupati berupa IUP, SPI, SPBI dan SPH.
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gaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal i
asa

a berlakunya dapat diperpanjang.

bilamana
hablq
Tata cara pengajuan permochonan dan perpanjangan IUP, SPI,
SPRI dan SPH sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

ApIINC i im

Pasal 16
Pemberian TUP, SPI, SPBI dan atau SPH dapat ditunda apabila
mcnurut hasil penclitian terdapat dokumen yang masih perlu
dilengkapi.

Penundaan pemberian IUP, SPI, SPBI dan atau SPH diberikan
scecara tertulis disertai penctapan batas waktu.

Permohonan IUP, SPI, SPBI dan atau SPH dapat ditolak apabila
sampai batas waktu penundaan pemochon tidak menyampaikan
dokumecn yang harus dilengkapi.

Penolakan permohonan IUP, SPI, SPBI dan atau SPH dilakukan
secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Tata cara penundaan dan atau penolakan IUP, SPI, SPBI dan
atau SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini
serta bentuk formulir yvang digunakan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dapat
melakukan perluasan usaha penangkapan atau pembllidaya*__

ikan setelah memperoleh persetujuan dari pemberti ijin.

rmy

T'ata cara permohonan dan pe mberian persetujuan periuasan
usaha akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

—aelil DAl

Pasal 18

Setiap perusahaan perikanan yang akan memindahtangan-kan
IUP atau memindahkan lokasi usahanya diwajibkan terlebih
dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi 1jin.

Setiap perubahan nama, alamat dan penanggung jawab

perusahaan diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada
pemberi 1jin untuk diadakan penyesuaian.

Tata cara pemindahtana"anan serta perubahan nama, alamat
dan penanggung jawab perusahaan akan ditetapkan cleh Bupati
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megang [UP berkewajiban
Mclaksanakan ketentuan dalam TUP, SPI SPRI dan SPH;
Memohon persetujuan tcrtuLs dari pemberi ijin dalam hal

t
pcnang gung jawab pcrusahaan;
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. Merealisasikan rencana usaha.

Pasal 20

(1) TUP tidak berlaku lagi atau berakhir, apabila :

o~
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a. Digerahkan kembali kepada pemberi ijin;

b. Perusahaan perikanan pemegang ijin jatuh pailit;

¢. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya;

d. Dicabut oleh pemberi ijin.

IUP dapat dicabut oleh pemberi ijin apabila perusahaan
perikanan :

a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari
pemberi ijin;

b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (liga) kali
berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan
yvang tidak benar;

¢. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
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ahun berturut-turut sejak IUP diberikan tidak
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melaksanakan kegiatan usahanya.

Tata cara pelaksanaan pencabutan IUP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

o]

b. Discrahkan kembali kep
waktunya habis;

da pembert ijin scbelum jangka

¢. Dicabut oleh pemberi 1jin.
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a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan vang

tercantum dalam IUP atau SPI/SPBI;

b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di Iuar
kegiatan penangkapan ikan atau menggunakan sarana
budidaya di luar kegiatan pembudidayaan ikan;

¢. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal
perikanan atau yang dilengkapi dengan SPBI.

dapat dicabut olch pemberi ijin, apabila :

Dose

ao 4 1Al T +
a. rerx uSclllaaﬁ pcl'mauau udak memenuni persyaraian yang

b. ‘Sm'at keterangan mutu yang dimiliki oleh unit pengolah vang
rsangkutan sudah tidak berlaku:

>

erusahaan perikana tidak lasi m IS § TR
€rusanaan periKanan utidaakK iagi 1engoperasionaikain

engolah sebelum berakhirnva masa berlaku SPH.

ek
uing
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Apabila TUP vy g di mﬂlkl oleh perusahaan perikanan dl(‘ahut

oleh pemberi ‘j maka ketentuan ayat (1), {2) dan (3) Pasal ini

tidak berlaku.

BAB IX

Liw

PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

T)_,.‘ 100
1 daddadl &4

Semua produk akhir hasil usaha perikanan yang diproduksi dan
atau diperdagangkan di daerah atau melintas wilayah daerah
harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan untuk
setiap jenis komoditas.

Untuk menentukan memenuhi tidaknya standar mutu yang
telah (]ult‘ldpndh 'n\‘uagalu‘la' 1a dimaksud pac‘ ayat (1) asal ini

perlu dilakukan pengujian.

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dilakukan secara organoleptik dan atau laboratoris.
Pagal 23

Pengujian mutu akhir hasil perikanan yang dipasarkan domestik
dilaksanakan secara periodik oleh petugas bina mutu dan atau
sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu diuil  seecara

iaboratoms.

(2) Produk ....
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(2) Produk akhir hasil perikanan yang diperdagangkan domestik
dan telah diuji mutunya secara organoleptik diberi tanda bukti
pemeriksaan.

(3) Produk akhir hasil perikanan yang menurut hasil penguﬂan
organoieptik dan atau laboratoris dinyatakan rusak, dilarang
diperdagangkan untuk konsumsi manusia dan haruq
dimusnahkan atau diper gunak n untuk kepentingan lain yang
bukan makanan manusia atas sepengetahuan petugas bina

TN

miitu dan dinvatakan dalam suatu Berita Acara.
Pasal 24
Tempat-tempat produk akhir hasil perikanan yang diuji meliputi :

a. Unit pengumpul hasil perikanan;

o
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. Pedagang besar, grosir dan pasar;
e. Pos-pos pemeriksaan yang sengaja diadakan sesuai dengan
kebutuhan

Pasal 25
(1) Setiap produsen dan atau pelaku tata niaga produk akhir hasil
perikanan wajib membantu petugas bina mutu dan laboratorium

untuk kelancaran tugasnya.

(2) Terhadap semua produk akhir hasil perikanan vang telah diuji
mutunya secara organoleptik dan atau laboratoris aebagaimana
dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah imi, dikenakan

retribusi pengujian.

(3) Tata cara dan formulir yang digunakan dalam pengujian secara
organoleptik dan atau laboratoris ditetapkan lebih lanjut oleh

Bupati.

AT xr

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 26
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah.

BAB XI ...
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PEMUNGUTAN DAERA

h
ava /AN oa L

P

Terhadap perusahaan perikanan yang memiliki IUP, SPI, SPBI dan
atau SPH dikenakan retribusi ijin usaha perikanan, produksi ikan
hasil penangkapan dan atau pembudidayaan dan pengujian mutu
hasil perikanan.

Pasal 28
Besarnya reiribusi yjin usaha perikanan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sehagai berikut. :
a IUP:

1. Penangkapan ikan:
Dil

[V

ant
LA

p 1.000,-/GT.

n
[+ 8 s

b. Di perairan umum yang menggunakan alat tangkap :

- Pancing tangan Rp 5.000,-lunit/tahun.
- Pancing rawe Rp 10.000,-/unit/tahun.
- dala Rp 10.000,-funit/tahun.
- Bubu Rp 10.000,-funit/tahun.
- Jaring imnsang tunggal/
rangkap Rp 25.000,-/unit/tahun.
2. Pembudidayaan ikan :
a. D1 kolam air tenang Rp 25.000,-/Ha.
b. Di tambak Rp 100.000,-Ha.
c. D1laut Rp 100.000,-/Ha.
d. Dalam keramba jaring apung
di perairan umum/BUMN Rp 10.000,-fpemilik.
e. Di kolam air deras Rp 100.000 -funit.
f. Ikan hias Rp 150.000,-/unit.
g. Pembenihan udang/bandeng Rp 100.000,-/Ha.
h. Pembenihan ikan Rp 25.000,-/Ha.
i. Nonikan :
f.1 Darat (kodok, kura-kura,
cacing) Rp 500,-/M?
£.2 Laut (rumput laut kerang,
kepiting) Rp 500,-/M*

b. SPI/SPBI :
1. Penangkapan ikan di laut Rp 4.000,-/GT#tahun.

2. Pembudidayaan ...



2. Pembudidayaan ikan di

perairan umum/BUMN

(keramba, jaring apung) Rp  1.000,-/M2/2 tahun.
. SPH oo Rp 150.000,-hamt/tahun.
Pasal 29
(1) Selain dikenakan retr1bu51 sebagalmana dimaksud pada Pasal 28
Dazentrs TNanweabh v lr e oy

reraturaii wvaeran uu, peru rusahaan perianan yang telah
memiliki [UP dikenakan retribusi produksi ikan hasil
penangkapan dan atau pembudidayaan atas produksi ikan hasil
penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakan dan

B . e
retmbl'{sl pengll119h mntu h')‘!'l] narﬂz anan.

SejAsais 12i%A ARTAL pIT R ARvRAACRS

(2) Retribusi  produksi ikan hasil penangkapan dan  atau
pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inmi
ditetapkan sebagai berikut :

v
111‘_\. Il\un AoNsSUmMS:
1 P ) R - I ) P | hardadawra P B4 1 211>
L. Rcu‘u iSi ploddnax iasii ouGtitdaya ai 1ah2“1 iIil].h\

sendiri/kontrak/sewa.
a. Pisces = Rp 5,-kg

b. Crustaceae, molusca, colenterata, = Rp 50,-Tkg

~1 O
t'LlJ.LUUU.t:_lludbd arn pulurct,_ ;:ug'de

b. Crustaceae, molusca, colenterata, = R

echinodermata, amphibia, algae
dan biota ]9"’1"1‘78 (1\

AMPAL VIR AdRaa

c. Mamalia, reptilia = Rp 500/kg
3. Retribusi produksi hasil tangkapan di perairan umum
a. Disces = Rp  20,-/kg
b. Crustaceae, molusca, colenterata, = Rp  200,-/kg
echinodermata, amphibia, algae
dan biota lainnya ()
c. Mamalia, reptilia = Rp 1.000/kg
4. Retribusi hasil budidaya di laut.
a. Pisces = Rp 10,-kg



b. Crustaceae, molusca, colenterata, = Rp 100 -/kg
echinodermata, amphibia, algae
dan biota lainnva ()
c. Mamalia, reptilia = Rp 500,-/kg
5. Retribusi hasil tangkapan di laut
a. Pisces = Rp 20,-kg
b. Crustaceae, molusca, colenterata, = Rp 200,-kg
echinodermata, amphibia, algae
an biota lainnya (j)
c¢. Mamalia, reptilia = Rp 1.000,-kg
B.Benih Tkan
1. Retribugi produksi benith ikan di lahan milik sendiry/
kontrakisewa.
a. Pisces
- Ukuranbesar (8- 12cm) = Rp 10,-/kg
- TTL"]T‘O“ QOA [0 =¥ ad (R Q hm\ = D'l’\ Rﬂ _n’ﬂ
AL LAkl ayut&x‘.s \U A3 UAAI’ .l\ll.l U\l, l.lX&
- Ukuran kecil (<5 cm) = Rp 250,-/liter
b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata,
amphibia, algae dan biota lainnya.
- Ukuran besar (L)) = Rp 100,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 50,-/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 10,-/ekor
¢. Mamalia, reptilia
- Ukuran besar \u} = Rp OOUI}.'H:' or
- Ukuran sedang (M) = Rp 5.000,-/ekor
- Ukuran kecil (S} = Rp 2.500,-/ekor
2. Retribusi produksi benih ikan di perairan umum.
a. Pisces :
- Ukuran besar (8 - 12cm) = Rp 250,-kg
- Ukuran sedang (5 -8 cem) = Rp 500,-kg
- Ukuran kecil (< 5 cmy) = Rp 1.000,-/kg
b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata,
amphibia, algae dan biota lainnya
- Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 500, -/ekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 100,-/ekor

¢. Mamalia ...
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c. Mamalia, reptilia.

- Ukuran besar (L)
- Ukuran sedang (M)
- Ukuran kecil (S)

LALIRIl ATU

= Rp 20.000,-/ekor

Rp 10.000,-/ekor

= Rp 5.000,-/ekor

. Retribusi produksi benih ikan di laut.

- Ukuranbesar (8- 12cm) = Rp 200,-%k

aceae, molusca,

- Ukuran besar (L)
- Ukuran sedang (M)
- Ukuran kecil (85)

c¢. Mamalia, reptilia.

- Ukuran besar (1)

TT < . AN
- UKUrai sedaing (ivi)

- Ukuran kecil (S)

Pisces :

P

- Ukuran besar (L))
- Ukuran sedang (M)
- Ukuran kecil (S)

b. Crustaceae, molusca, colenterata,

g
cm) = Rp 500,-kg
= Rp 1.000,-/kg

colenterata, echinodermata,
amphibia, algae dan biota lainnya.

= Rp 1.000,-/ekor

]

Rp 500,-/ekor

= Rp 100,-fekor

= Rp 20.000,-fekor
= Rp 10.000,-/ekor

= Rp 5.000,-/ekor

Rp 250,-/ekor
Rp 50,-lekor
= Rp 10,-/ekor

1l

amphibia, algae dan biota lainnya.

- annrqh bocor (1
waul'aill UOsal (4
171

kuran sedang (M)
- Ukuran kecil (8)

5 S+ w02

r—d

o

Mamalia, reptiba.

- Ukuran besar (L)
- Ukuran sedang (M)

e CALAL g
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. Retribusi produksi ikan hias

umum.

= Rp 500,-/ekor
= Rp 100,-/ekor
= Rp 20,-lekor

echinodermata,

= Rp 1.000,-/ekor

I

Rp 500,-/ekor

= Rp 250 -lekor

Lvps At I TIAARL

hasil budidaya di perairan

a. Pisces ....
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a. Pisces
- Ukuran besar (L) = Rp 500,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 100,-/ekor

- Ukuran kecil (S) Rp 20,-lekor

4 2AATT Ed o

H

b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata,
amphibia, algae dan biota lainnya.
- Ukuran besar (L)) = Rp 1.000,-fekor
- Ukuran sedang (M) Rp 200,-/ekor

- Ukuran kecil (5) Rp 40,-/ekor

i

c¢. Mamalia, reptilia.
- Ukuran besar (L)

Ulrrnrnh dnnn- /RJ)

ALl cail SC ulxs \.L'L

- Ukuran kecil (S)

Rp 2.000,-/ekor
Rp 1.000,-/ckor
Rp 500,-/ekor

il

. Retribusi produksi ikan hias hasil tangkapan di perairan

umum.

ETAV e YA~

- Ukuran besar (L)) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) Rp 200,-/ekor
- Ukuran kecil (S) Rp 40,-/ekor

. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata,
amphibia, algae dan biota lainnya.

Rp 2.000,-/ekor

Rp 500,-/ekor

Rp 100,-/ekor

-

- Ukuran besar (1)
- Ukuran sedang (M)

- Ukuran kecil (S)

¢. Mamalia, reptilia.

Il

- Ukuran besar (L) = Rp 10.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 5.000,-/ekor
- Ukuran kecil (8) = Rp 2.500,-/ekor

- Ukuran besar (L)
- Ukuran sedang (M)

1!

Rp 500,-/ekor
Rp 100,-/ekor

- Ukuran kecil (S) = Rp 20,-/ekor
b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata,

amphibia, algae dan biota lainnya.

- Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) Rp 200,-/ekor

- Ukuran kecil (S) Rp 40,-lekor

]

c. Mamalia ....
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c. Mamalia, reptilia.

- Ukuran Se(iang (M)

Rp 2.000,-/ekor
Rp 1.000,-/ekor

- Ukuran kecil (S) = Rp 500,-/ekor
5. Retribusi produksi ikan hiag hasil tangkapan di laut.
a. Pisces :
- Ukuran besar (L) = Rp 1.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) = Rp 200,-fekor
- Ukuran kecil (S) = Rp 40,-/ckor
1

b. Crustaceae, molusca, colenterata, echinodermata,
amphibia, algae dan biota lainnya.

- Ukuran besar (L) = Rp 2.000,-/ekor
- Ukuran sedang (M) Rp 500,-/ekor
- Ukuran kecil (8) Rp 100,-fekor

I

c¢. Mamalia, reptilia.
Rp 10.000,-/ekor

1.

- Ukuran besar (1.)
- Ukuran sedang (M) Rp 5.0600,-/ekor

- Ukuran kecil (S) Rp 2.500, lekor

D. Untuk pengujian mutu hasil perikanan :

. Tkan segar sebesar Rp
Llﬁdﬂ U.ldﬂdﬂ beUt‘-de‘ Rp
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Pasal 30

(1) Retribusi dipungut denizon menggunakan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

2) Has“ 1 sangutan retribusi eragaimana dimaksud pada Pasal 28
dan 29 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau

kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
scbesar 2 % (dua persen) sctiap bulan dari besarnya retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagth dengan

nalkan rvaf Tam]«on r\)ofvﬂ'\ncx noaro'h

ArCuas A dev o Clpiiida ATa Ceade



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1

(1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan ijin yang telah dikeluarkan.

(2) Tata cara pelaksanaan pembinan dan pengawasan sebagaimana

~—~~

(

[\¢]
-’

g

)

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KETENT

TUAN PIDANA
Pasal 33

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewaiiban sehingga
merugikan keuanga
iama 6 (ena bul

.";'..

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
adalah pelanggaran.

RAR XVI
PENYIDIKAN

Q

Pasal 34

T

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang Kkhusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
retribusi dacrah;

Meminta keterangan dan bahan
hada an sehubungan dengan tinda

-
LON

bukti dari orang pribadi atau
1k pidana di hidang retribusi
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d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

]

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

il o Pl s 8

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

. Menyuruh berhenti, melarang sesecrang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen sebagaimana dimaksud pada hurufe;

ug

c-:eseerang vang berkaitan dengan tindak pidana

1. Memanggil orang untuk didengar Kketerangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

P %
¥
<

k. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penvidikan tlndak pidana di bidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
memberltahlman dimulainya penyidikan dan menvampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan yvang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

i
)

Surat Ijin Usaha Perikanan j yang sudah diberikan sebelum
berlakunva Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampal habis
nasa berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Sebelum ketentuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan, pemegang uin harus menyesuaikan dengan
ketentuan vang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII ...



Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaien Cianjur Nomor 5 Tahun 1982 tentang Tata Cara

Pemanflaatan Perairan Umum uniuk usaha perikanan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 38
Peraturan Daerah in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten  Cianjur dengan  Keputusan  Nomor

o

12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000.

Diundangkan ....
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